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ABSTRAK

Keberadaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan menjadi senjata bagi pasangan yang ingin menikah
beda agama dalam mencatatkan perkawinannya melalui putusan dari Pengadilan
Negeri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan beda agama dan
juga melarang perkawinan tersebut untuk dicatatkan. Pada tahun 2022 seorang
warga negara Bernama; E:iRamos Petege’ mengajukan qpermohonan uji materiil
Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dikarenakan pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak
konstitusinya. Mahkamah Konstitusi pun memutuskan menolak permohonan
pemohon. Mengenai permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan
mengupas lebih dalam melalui '3 rumusan masalah yaitu; 1. Mengapa sering
terjadi pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan
perkawinan beda agama di Indonesia? 3. Bagaimana urgensi putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama? Dengan metode
penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Selanjutnya
dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil pelanggaran dalam tatanan hukum
perkawinan di Indonesia dilatar belakangi pemahaman agama yang minim dengan
anggapan bahwa perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja dan
Undang-Undang ' Perkawinan tidak secara eksplisit menyiratkan pelarangan
melakukan perkawinan beda agama. Selanjutnya alasan Pengadilan Negeri
mengabulkan perkawinan beda agama berkaitan dengan HAM dalam UUD 1945
dan aturan hukum administrasi kependudukan. Maka dari itu, urgensi dari putusan
Mahkamah Konstitusi dalam menolak perkawinan beda agama adalah tidak
mengizinkan perkawinan beda agama terjadi, demi memberikan kepastian hukum
dan menjadi acuan hukum yang final dan mengikat bagi seluruh instansi penegak
hukum di Indonesia.
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